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ABSTRAK

Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama: Legislatif,
Eksekutif, dan Yudikatif. = Masing -masing lembaga mempunyai fungsi dan
wewenang masing-masing untuk memastikan kekusaan tersebut tidak diasalah
guanakan. Prinsip negara hukum juga menyaratkan adanya pengadilan yang
independen dan tidak memihak, termasuk independensi peradilan dan bebas dari
interpensi lembaga lain. Proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari
tiga lembaga DPR (Legislatif), Presiden (Eksekutif), dan Mahkamah Agung
(Yudikatif) menjamin integritas, independensi dan tata kelola yang baik. Secara
normatif, baik DPR, Presiden, maupun Mahkamah Agung tidak mempumyai
kewenangan dan memberhentikan calon hakim konstitusi secara sepihak. Namun pada
29 September 2022, DPR mencopot Hakim Aswanto dari Mahkamah Kontitusi
berdasarkan pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan menurut kosntitusional. Hal
ini dapat merusak independensi kehakiman yang merdeka. Penelitian ini bertujuan
menganalisis sistem pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi studi UU No 7
Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 Tenatang
Mahkamah Konstitusi Perspektif Mahlahah. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan kepustakaan (Library resach)
dan pendekatan perundang-undangan (Statute approch).

Penelitian ini  menggunakan pendakatan yuridis normatif dengan
pendekatan perundang undangan (Statue approch) Selain itu, secara aspek hukum
jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal . memberikan penjelasan
sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis
hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi
pembangunan masa yang akan datang dengan menggunakan teori politik hukum.

Dalam kajian politik hukum, pemberhentian terhadap Aswanto yang
dilakukan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang berlaku. DPR
sama sekali tidak menganulir amanat dari pasal 23. Bahwa secara materil proses
pemberhentian aswanto tidak termasuk-dalam pemberhentian secara terhomat ataupun
tidak hormat. terlebih . lagi pemberhentian aswanto masih dalam, masa jabatan,
sedangkan pemberhentian yang dilakukan ketika -masih dalam-masa jabatan hanya
dapat dilaksanakan®dengan alasan“apabila hakim' tersebut/ mengundurkan diri atas
permintaan sendiri yang diajukan ke Ketua Mahkamah Konstitusi, melebihi umur 70
tahun, serta sakit secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan
tugasnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencopotan Aswanto tidak sesuai
dengan pasal 23 ayat (4) UU MK dan pemerintahan harus memastikan bahwa segala
keputusan MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau
kekuasaan, Sebagai “guardian of constitution”.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Maslahah, Peraturan Perundang-undangan,



ABSTRACT

The government system of Indonesia consists of three main branches: the
Legislative, the Executive, and the Judiciary. Each branch has its own functions and
authorities to ensure that power is not abused. The principle of the rule of law also
requires the existence of an independent and impartial judiciary, including judicial
independence free from interference by other branches. The process of selecting
Constitutional Court (MK) judges by the three branches—DPR (Legislative),
President (Executive), and Supreme Court (Judiciary)—ensures integrity,
independence, and good governance. Normatively, neither the DPR, the President, nor
the Supreme Court has the authority to unilaterally dismiss a Constitutional Court
judge. However, on September 29, 2022, the DPR dismissed Judge Aswanto from the
Constitutional Court based on considerations that cannot be justified constitutionally.
This could undermine the independence of the judiciary.

This research aims to analyze the system of dismissal of Constitutional
Court judges by studying Law No. 7 of 2020 concerning the third amendment to Law
No. 24 of 2003 on the Constitutional Court from the perspective of Maslahah. The
method used is normative legal research, which refers to library resources (Library
Research) and a statute approach. This research uses a juridical normative approach
with a statute approach. Additionally, in terms of the legal aspect, this type of
research is doctrinal legal research, providing a systematic explanation of the rules
governing a particular legal category, analyzing the relationship between regulations,
explaining areas of difficulty, and possibly predicting future developments using the
theory of legal politics.

In the study of legal politics, the dismissal of Aswanto by the DPR does
not comply with the applicable procedures. The DPR did not annul the mandate of
Article 23. In material terms, Aswanto's dismissal does not fall under honorable or
dishonorable dismissal. Moreover, Aswanto's dismissal occurred while he was still in
office, whereas dismissal during office can only be carried out if the judge resigns at
their own request submitted to the Chief Justice of the Constitutional Court, exceeds
the age of 70, or is"physically and mentally ill to the extent/that'they cannot perform
their duties. The research results indicate that Aswanto's dismissal is inconsistent with
Avrticle 23 paragraph (4) of the Constitutional Court Law, and the government must
ensure that all Constitutional Court decisions are based on law and the constitution,
not on political interests or power, as the "guardian of the constitution."

Keywords: Constitutional Court Judge, Maslahah, Legislation.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
_ Tidak _ )
‘ Alif : Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be
= Ta T Te
) . . Es (dengan titik di
< Sa S

atas)
d Ja J Je

Ha (dengan titik di
C Ha H
bawah)

d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
. . ) Zet (dengan titik di
] Zal Z

atas)
J Ra R Er
J Za Z Zet
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o Sa S Es
o Sya SY Es dan Ye
Es (dengan titik di
ul Sa S
bawah)
De (dengan titik di
ua Dat D
bawah)
Te (dengan titik di
& Ta T
bawah)
Zet (dengan titik di
& Za Z
bawah)
I ‘Ain ’ Apostrof Terbalik
& Ga G Ge
o Fa F Ef
iz Qa Q Qi
d Ka K Ka
J La L El
f Ma M Em
o Na N En
3 Wa W We
A Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
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Ya Y Ye

G

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( & ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:

833¢ & Ditulis muta’addidah

33 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthoh di akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.

&l Ditulis hikmah

ac Ditulis illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila'diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.

R o Karamah al-
gl..__d}y\{::}‘\.A“)s DItU'IS
Auliya’

3. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah
ditulis t atau h.

.. Ditulis Zakah al-Figri
hall3IS




D. Vokal Pendek

1 Fathah Ditulis A
2 Kasrah Ditulis |
3 Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif Ditulis a
Ol Istihsan
2 | Fathah + ya’ mati 3 Ditulis A
Unsa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis i
al- ‘Alwanit
& skl
4 Dammah +'wawu mati Ditulis Q
‘Ultim
psle
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya’ mati Ditulis ai
Gairihim

P




Js

2 Fathah + wawu mati

Ditulis

au

Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al Ditulis ,
a antum
e | Ditulis
u’iddat
A SESEY Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ol

Ditulis

al-Qur’an

L)

o

Ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah'yang mengikutinya, serta‘menghilangkan huruf | (el) nya.

Als )l Ditulis ar-Risalah
gLl Ditulis an-Nisa’
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
il Ditulis Ahl ar-Ra yi
TN Ditulis Ahl as-Sunnah

Xi




J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala akibat
terhadap kehidupan masyarakat harus berdasarkan asas hukum yang
berlaku. ! Asas hukum ini didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan
pemerintah. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka menjadi suatu
norma yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam menjalani
kehidupannya di negara manapun. Konsep negara hukum muncul tidak hanya
dalam arti mengatur kehidupan warga negara biasa menurut supremasi hukum,
tetapi juga dari sudut pandang sebagai warga negara yang luar biasa, anggota
pemerintah?. Maksud dari negara hukum Kkonstitusi adalah untuk membatasi
kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan negara agar tidak didasarkan

pada kesewenang-wenangan kepala negara.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi yang kuat, salah
satu fungsinya .adalah-konstitusi berfungsi sebagai landasan bagi alat-alat
kekuasaan negara, yang ditandai dengan penetapan rinci mengenai
pembentukan lembaga-lembaga negara dan hubungannya antar batas negara

adalah. Kekuasaan dan Kekuasaan Badan Negara Lainnya. Dengan demikian,

! Muntoha, “Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta:
Kaukaba, 2013), HIm 4.

2 Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Kebalikan Nachtwachterstaat”, Fiat Justitia Vol. 5
No. 2 (Mei-Agustus 2012),HIm 142.



Konstitusi tidak hanya memberikan kewenangan untuk membentuk
lembaga-lembaga negara, tetapi juga batasan-batasan dalam menjalankan
kekuasaan negara. Kekuasaan pengelola lembaga negara adalah kekuasaan
yang diberikan dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar.> Amandemen UUD
1945 menghasilkan sejumlah amanat untuk mengubah tugas, fungsi,
wewenang dan wewenang lembaga-lembaga pemerintah serta membentuk
lembaga-lembaga pemerintah baru untuk menjamin kelangsungan hidup
lembaga-lembaga tersebut. Terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan yang

konstitusional.

Lembaga baru yang muncul seiring amanat perubahan antara lain
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan
Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Didirikan setelah
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun
1945, Mahkamah Konstitusi telah mempengaruhi transformasi peradilan
sebagai badan peradilan yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Ini
pada-dasarnya. adalah konstitusi atau.konstitusi negara-dan mewakili, antara
lain, catatan (registrasi) distribusi kekuasaan.di dalam negara. Pembagian
kekuasaan berdasarkan fungsi menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi
pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dikenal dengan istilah
trias politica®. Perubahan tersebut merupakan hasil amandemen UUD 1945

yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai prinsip checks and balances

3 Soimin, Mashuriyanto, “Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia”. (Yogyakarta,Ull Pres 2013) him 11
4 Nur laili Fadhilah “Deregulasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 2016 him 70



antar lembaga negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan guna
mencapai tujuan nasional®. Dalam kekuasaan kenegaraan yang berfungsi dan
berkaitan dengan penerapan sistem hukum yang digunakan, kemudian
menghasilkan teori pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:®
1. Kekuasaan Legislatif: Kekuasaan yang diberikan tugas dan tanggung
jawab untuk membuat hukum negara.
2. Kekuasaan Eksekutif: Kekuasaan yang diberikan tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan hukum negara.
3. Kekuasaan Yudikatif: Kekuasaan yang memiliki tanggung jawab
terhadap lembaga peradilan sebuah negara.

Ketiga kekuasaan tersebut, menjalankan peran dan tugasnya untuk
menciptakan keseimbangan dalam proses penyelenggaraan negara. Ketiganya
secara mendasar dapat dipahami bahwa legislatif menciptakan sebuah norma
dalam pembentukan peraturan, kemudian eksekutif menjalankan prinsip
bernegara berdasarkan _norma. tersebut, dan  yudikatif sebagai lembaga
independen” yang™ memiliki tanggung jawab agar norma yang dibuat tidak
dapat mencederai seseorang yang tidak melanggarnya. Kekuasaan yudikatif
secara sederhana adalah kekuasaan yang dapat memutus terkait seseorang
yang berhubungan dengan hukum sebuah negara.’ Karena kekuasaan ini

menjadi penghubung langsung terkait ketentuan norma hukum yang dibuat

5 Dedy Syahputra “Konstitusionalitas pemberhentian hakim mahkamah konstitusi oleh
dewan perwakilan rakyat” him 8

8 Sumardi, “Hukum dan Keadilan Sosial”.hlm, 816

" Erna Dewi, “Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional”,
Pranata Hukum Vol. 5 No. 1 (2010), 24.



olen pemerintahan dan warga negara, lembaga yudikatif harus dijalankan
berdasarkan prinsip-prinsip independensi agar check and balances yang
ditujukan pada pembagian kekuasaan menjadi 3 dapat diwujudkan
sebagaimana mestinya.

Undang- undang dasar 1945 memberikan pengaturan terkait lembaga
yudikatif (kekuasaan kehakiman) sebagai lembaga yang independen dan tidak
dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24
ayat (1) UUD 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan
kebebasan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan” 8 . Berdasarkan ayat ini, kekuasaan
kehakiman memiliki independensi yang tidak dapat diganggu gugat oleh
kekuasaan lainnya, karena memiliki asas bebas dan merdeka untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan indepensi pada kekuasaan
kehakiman sangat dibutuhkan, karena dengan adanya sifat independensi yang
dimiliki kekuasaan kehakiman, maka lembaga peradilan dapat menjadi
lembaga yang.mendistribusikan keadilan secara merata.

Jimly As-shidigie berpendapat bahwa pembentukan MK"memiliki dua
fungsi berdasarkan perumusan pasal UUD 1945 vyaitu: Pertama, MK berfungsi
sebagai lembaga yang mengawal konstitusi dalam penerapannya agar dapat
dijalankan oleh penyelenggara negara dan subjek hukum sesuai dengan norma
yang sudah dikonstruksikan di dalamnya, Kedua adalah MK berfungsi sebagai

penafsir atas UUD 1945, agar UUD 1945 dapat menjadi konstitusi yang

8 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 1



sempurna, sehingga ketika ada kekurangan yang menyertai UUD 1945, MK
memiliki  tugas untuk menafsirkan hal tersebut agar kelemahan
tersebut dapat ditutupi.®

Salah satu aspek fundamental dalam blueprint kekuasaan yudikatif di
masa reformasi adalah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim di
Indonesia. Terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (judicial
recruitment process/judicial appointment) dengan jaminan independensi
peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim (judicial disimissal
process) dengan akuntabilitas peradilan. Masing-masing sistem tersebut
membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif.
Sistem pengangkatan hakim (judicial recruitment process), merupakan
instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan hakim yang berintegritas dan
kapabilitas. Tidak heran tesis Oddete Buittendam menjadi dasar teori yang
tidak terbantahkan. Good judge are not born but made. Artinya hakim yang
baik itu hanya lahir melalui sistem yang baik. Ibarat menjadi
pembenaran. catatan_ historis telah membuktikan di _era orde lama dan
orde-baru-sistem rekrtitmen hakim sangat” beraroma ‘politis®®. Tidak heran
jabatan kehormatan hakim sebagai penjaga keadilan diobral dan harus tunduk
terhadap keinginan atau hasrat korup para penguasa.

Setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK,

dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara,

% https://www.mkri.id/index.php?id=1&menu=2&page=web.ProfilMK diakses pada tgl
21 September 2023 pukul 19:55

10 Sebastian Pompe “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung” Jakarta : Lembaga Kajian
dan Advokasi untuk independensi Peradilan, 2012. him 98



https://www.mkri.id/index.php?id=1&menu=2&page=web.ProfilMK

rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara,
yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai
mekanisme yang berlaku pada masing - masing lembaga tersebut, masing -
masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden
untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.! Pembagian peran yang
diberikan kepada ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
tersebut ditentukan untuk menjamin kedudukan Mahkamah  Konstitusi
sebagai wasit dalam mekanisme penyelenggaraan prinsip negara
konstitusional berdasarkan UUD 1945.12

Sementara itu pada tatanan sistem pemberhentian hakim (judicial
disimissal process), merupakan instrumen pertanggung jawaban politik
seorang hakim terhadap warga negara. Artinya sebagai ruh dari nilai-nilai
demokrasi, seorang hakim dituntut akuntabel dalam ranah yustisi maupun non
yustisi kepada setiap warga negara.*® Pemberhentian hakim khususnya hakim
mahkamah konstitusi telah diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 sebagaimana. diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa hakim
konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan meninggal dunia,
mengundurkan diri atas  permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua

Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sakit jasmani atau

11 Sugiono Margi, Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam
Kelembagaan Negara ”,Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Vol.1 No.3, 2019.

12 Jimly Asshiddigie, “Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan
Dan Pemberhentian Hakim Indonesia . him 22

13 |dul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia ”,
Jurnal Hukum lus Quia lustum. 2 VOL. 23 April 2016



rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat
menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Untuk  menindaklanjutinya pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan
dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Dalam prakteknya pemberhentian hakim Aswanto sebagai Hakim
Konstitusi tanpa melalui mekanisme yang benar yakni, pengiriman surat
dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden untuk selanjutnya
diterbitkan Keputusan Presiden pemberhentian hakim konstitusi, akan tetapi
Dewan Perwakilan Rakyat menilai hakim Mahkamah Konstitusi aswanto tidak
memiliki komitmen dengan DPR karena menganulir produk Undang-Undang
yang dibuat DPR, kejadian ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena
tidak pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim MK telah ditentukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. UU MK menjadi dasar
hukum untuk menentukan bahwa seorang hakim konstitusi bisa diberhentikan
dengan ,alasan-alasan ‘'yang. jelas, hal ini juga diatur.secara rinci dalam
Peraturan-Mahkamah “Konstitusi “Nomor-4"tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam peraturan MK tersebut, ada syarat
syarat yang harus dipenuhi untuk memberhentikan hakim konstitusi. Sebagai
norma yang harus dipatuhi, segala tentang pemberhentian hakim seharusnya
mengikuti tata cara yang sudah diatur oleh peraturan yang ada. Akan tetapi,
pada tanggal 29 September 2022 seorang hakim Konstitusi bernama Aswanto

dicopot dari jabatannya berdasarkan rapat paripurna DPR RI untuk



menindaklanjuti hasil rapat dari komisi IIl DPR RI. Hal ini menimbulkan
polemik akan tindakan yang telah dilakukan oleh DPR RI atas pencopotan
tersebut. Karena berdasarkan UU MK, tidak ada pengaturan terkait
pencopotan hakim MK yang dilakukan oleh DPR. Bahkan dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (1) sampai (5) telah dijelaskan
mengenai mekanisme pemberhentian seorang hakim konstitusi, dan lebih
khusus pada pasal 24 ayat (4) menjelaskan bahwa “pemberhentian hakim
konstitusi dapat dilakukan berdasarkan keputusan presiden atas permintaan
ketua Mahkamah Konstitusi”.

Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto tentu akan mencederai
norma hukum yang telah dibentuk serta mengganggu prinsip independensi
lembaga kekuasaan kehakiman terutama bagi MK yang tercantum dalam Pasal
2 UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tindakan ini
bertentangan ‘dengan konstitusi yang ada. Berdasarkan problematika ini
peneliti tertarik untuk menjadikan sebuah judul penelitian yaitu. Berdasarkan
latar belakang_ di atas penulis tertarik untuk menjadikan judul penelitian yaitu
ANALISIS PEMBERHENTIAN'HAKIM KONSTITUSI'OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH

KONSTITUSI PERSPEKTIF MASLAHAH).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun
tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun
beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis pemberhentian hakim MK menurut Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor
24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi ditinjau dari politik Hukum?
2. Bagaimana analisis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR
perspektif Maslahah?
C. Tujuan dan kegunaan penelitian
Tujuan penelitian merupakan aktivitas atau usaha memperoleh fakta-
fakta, mengolah, menganalisa dan menemukan prinsip-prinsip baru yang
dilakukan dengan sabar dan hati-hati serta sistematis.
1. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan-masalah yang telah ditentukan sebelumnya,
maka penelitian ini memiki tujuan sebagai berikut:

a. Untuk memahami politik Hukum pemberhentian hakim Mahkamah
Konstitusi olen DPR tehadap independensi kekuasan kehakiman
berdasarkan Undang-Undang Mahkama Konstitusi.

b. Untuk menganalisis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh

DPR perspektif MASLAHAH Menurut Undang undang.
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2.Kegunaan Penelitian
Ketika menyusun skripsi ini penulis ingin membagi hasil penelitian
ini menjadi dua macam manfaat, di antaranya adalah:
1. Kegunaan Secara Teoritis
Agar dapat berkontribusi secara akademis dengan turut
serta menambah serta memperkaya referensi keilmuan di bidang
hukum Indonesia, terutama di bidang Hukum Tata Negara
berkaitan dengan Pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan
peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2012 tentang tata
cara pemberhentian hakim konstitusi Siyasah Dusturiyah
2. Kegunaan Secara Praktis
Agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan
pertimbangan bagi para pemangku dan pembuat kebijakan,
terutama yang secara langsung terlibat dalam pembentukan dan
pembangunan hukum nasional. Serta menjadi dasar rujukan untuk
membuat atau merumuskan peraturan perundang-undangan terkait
wewenang DPRdalam ‘mengvaluasi dan memberhentikan Hakim
Konstitusi.
D. Telaah pustaka
Telaah pustaka berisi mengenai kajian dari hasil penelitian terdahulu,
yang memiliki bahasan yang sama atau mirip, berupa skripsi, jurnal, tesis,
disertasi, buku atau karya tulis yang lain yang merupakan hasil dari suatu

penelitian. Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa
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karya tulis dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang
penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain :

Pertama, Haedar ali, Skripsi yang berjudul “Implikasi
pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap independensi
kekuasaan kehakiman perspektif hukum positif dan figh siyasah”.
Skripsi ini membahas tentang implikasi pemberhentian hakim mahkamah
konstitusi olen DPR yang memang kerapkali menganulir prodak undang
undang yang dibuat oleh DPR dengan perspekti Hukum positif yang mengacu
pada check and balances trias politika, dalam fokus penelitiannya tentang
implikasi pemberhentian hakim MK yang tercantum dalam pasal 2 UU
No0.24/2003 tentang mahkamah konstitusi, serta tindakan ini bertentangan
dengan konstitusi yang ada. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian
terdahulu memiliki fokus penelitian pada Hukum positif pasal 2 undang-
undang Nomor 24/2003 tentang mahkamah konstitusi keputusan Majelis
Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian hakim
konstitusi. . Sementara _penelitian ini _ memiliki fokus penelitian pada
pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan  oleh DPR" dan ditinjau dari
perspektif Maslahah.

Kedua, Dukatis Zulmi, skripsi yang berjudul “Mekanisme
Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:
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01/MKMK/X/2013)”.14 Skripsi ini membahas tentang Mahkamah Konstitusi
dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan tindakan
inkonsistensi terhadap penanganan kasus Akil Mochtar. Dampak dari
tindakan inkonsistensi tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah
Keputusan ~ Majelis  Kehormatan =~ Mahkamah  Konstitusi ~ Nomor
01/MKMK/X/2013 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik maupun Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim
Konstitusi. Kesimpulan dari pembahasan pada penelitian ini adalah
Mahkamah Konstitusi inkonsisten terhadap Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan
Etik. Majelis Kehormatan sebagai perangkat pengawas dan penegak kode etik
Hakim Konstitusi juga inkonsisten terhadap Pasal 10 ayat (1) Peraturan
Mahkamah ‘Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pemberhentian Hakim Konstitusi. Komparasi dari kedua penelitian adalah
penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan
yaitu” tentang pemberhentian “hakim™ dengan dasar Peraturan Mahkamah
Konstitusi No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim
Konstitusi. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu
memiliki fokus penelitian pada keputusan Majelis Kehormatan dan

Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian hakim konstitusi. Sementara

14 Dukatis Zulmi, “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi” (Analisis
Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”. (Skripsi :
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
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penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pemberhentian hakim konstitusi
yang dilakukan oleh DPR.

Ketiga. Afriza Lintang Pratiwi, skripsi yang berjudul “Politik Hukum
Pengaturan masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang
Nomor 07 tahun 2020 Perspektif Maslahah.®> Pembahasan pada penelitian
ini adalah Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi telah direvisi melalui
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi usia pensiun 70 tahun selama
masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Aturan itu menghapus aturan lama
yang diatur bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 5 tahun dan
dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Revisi pengaturan
yang demikian menuai pro dan kontra. Pihak pro menilai aturan tersebut akan
memperkuat independensi hakim konstitusi, sedangkan pihak kontra menilai
aturan tersebut justru akan melemahkan independensi hakim konstitusi.
Kesimpulan pada skripsi ini yaitu politik hukum pengaturan masa jabatan
hakim konstitusi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan yaitu memperkuat
independensi_ MK sebagai the_guardian_of the constitutions dan merupakan
bagtan ‘dari " maslahah® hajjiyyat.” Pengaturan “tersebut juga  berimplikasi
terhadap jabatan hakim Kkonstitusi yakni menjadi berkurangnya pengaruh
politik bagi hakim konstitusi pada pengangkatan untuk periode kedua. Namun
di sisi lain, ruang evaluasi bagi hakim konstitusi melalui sistem seleksi

pencalonan untuk periode yang kedua menjadi hilang. Komparasi dari kedua

15 Afriza Lintang Pratiwi, “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi
dalam UU No. 7 tahun 2020 Perspektif Maslahah”, (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri,
2022).
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penelitian yaitu penelitian ini dan terdahulu memiliki kesamaan yaitu
membahas terkait hakim mahkamah konstitusi dengan dasar UU Mahkamah
Konstitusi yang terbaru. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian
terdahulu berfokus pada masa jabatan hakim konstitusi dengan ditinjau dari
politik hukum berdasarkan UU No.7 Tahun 2020. Sementara peneliti
berfokus pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan olen DPR
berdasarkan Perspektif Maslahah.

Keempat. Jurnal Hukum oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra
Sebuah jurnal penelitian dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang
ditulis oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra berjudul Politik Hukum
Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun persamaan
dengan penelitian ini terletak pada aspek politik hukumnya, dimana penelitian
tersebut menekankan pada politik hukum UndangUndang tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang memiliki
perubahan _ dalam beberapa substansi.. Sedangkan dalam_ penelitian ini
menekankan ‘pada‘politik hukum™pengaturan masa jabatan hakim konstitusi
dalam Undang-"Undang Nomor 7 Tahun 2020%°, serta pemberhentian hakim

Mahkamah Konstitusi oleh DPR menurut peraturan perundang undangan.

16 Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra, “Politik Hukum Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”
Bidang Hukum Info Kajian, Vol. XII, no. 17, (September 2020).
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E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik merupakan identifikasi teori yang berfungsi sebagai
landasan dalam membangun konsep penelitian, dapat juga dikatakan sebagai
teori yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian.
Pada hakikatnya dalam memecahkan sebuah masalah dalam penelitian ilmiah
harus mempertimbangkan pengetahuan ilmiah yang berperan sebagai dasar
argumentasi, supaya argumentasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah
dapat di pertanggung jawabkan.’
1. Teori Politik Hukum
Politik Hukum Mengambil pendapat dari Satjipto Raharjo, politik
hukum diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai
untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik
hukum, yaitu
1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
2). cara-cara apa dan, yang mana,yang dirasa paling baik untuk bisa
dipakal untuk mencapai tujuan tersebut;
3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara
bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan;
Berbicara mengenai wilayah kajian (domain) dari disiplin ilmu yang
digunakan para akademisi hukum, maka politik hukum dalam perspektif

akademis tidak hanya berbicara sebatas pada proses pembentukan hukum

17 Jujun S.Soerya Sumantri,” Filsafat IImu Sebuah Pengantar Populer “(Jakarta: Sinar
Harapan, 1978), him. 316.
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saja namun juga pada aktivitas mengkritisi produk-produk hukum yang
telah dibentuk. Dengan kata lain, politik hukum menganut prinsip double
movement, artinya selain politik hukum digunakan sebagai kerangka pikir
untuk merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh
lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga digunakan untuk
mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan
legal policy tersebut.®

Bahwasannya teori Politik Hukum sebagai kerangka teoritik yang
menjadi jawaban untuk rumusan masalah yang pertama serta memberi
dukungan ilmiah yang kuat, teori ini memberikan harapan untuk rumusan
masalah dengan cara yang efektif.

2. Teori Maslahah

Secara etimologi, kata maslahah (i~L<-ll) berasal dari kata soluha-
yaslahu-sulhan-maslahah (Aslas-la-=la-=la) yang bermakna kebaikan,
kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. la
merupakan. lawan dari. keburukan. (mafsadah). !°- Sementara secara
terminologi, para ulama ushul mendefinisikan kata maslahah dengan
berbagai persepsi. Menurut Al Gazali maslahah dalam pandangannya
adalah memelihara agama, Jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.
Al Gazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang mengandung atau

mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahah,

18King Faisal Sulaiman, “Politik Hukum Indonesia ”, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017),
him. 41.

19 Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi al-
Tafi dan al-Ghazali)”, AL- ‘ADALAH, Vol. 14, no. 2, (2017), him. 435-436.
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dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut
adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan
lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung
pemeliharaan tujuan syara’ yang lima ini, merupakan maslahah, dan semua
yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak

yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahah.?

F. Metode Penelitian
Penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari
bahasa Inggris. Kata Research terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti
kembali dan to search yang berarti mencari. Dalam pengertian lain, penelitian
merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir,
hati-hati, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran.
Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melaui metode atau cara
yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur
atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui
penguraian masalah,.menganalisa, menarik kesimpulan.dan mencari solusinya.
Agar mempermudah dalam  mengarahkan® metode™ penelitian dalam
penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait
sebagai berikut:
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah

penelitian pustaka (library research) yaitu penyusun dalam mencari

20 Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, Jurnal Salam Filsafat dan Budaya
Hukum, Vol. 12, no. 2, (Desember 2014), him. 314.
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atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik
berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain
sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian pustaka ini
dilimitasi terhada kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi
perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber data empiris. Peneliti
akan melakukan penvarian sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-
banyaknya guna memperkaya referensi materi, sehingga dapat
menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara
penyusunan skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syari’ah dan
Hukum.

Selain itu, secara aspek hukum jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum yuridis-normatif dan hukum doktrinal. Menurut
Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki
mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai
berikut:?

“doctrinal research: research wich provides a systematic
exposition ot the rules governing aparticular legal kategory, analyses
the relationship between rules explain areas of difficulty and, perhaps,
predict future development.”

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan

penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum

21 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum ”, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2009), him. 32
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tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah

kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian
yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-
undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum
tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.?> Dalam hal ini mendeskripsikan
dan menganalisis sistem pemberhentian hakim mahkamah kosntitusi
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
perubahan ketiga atan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan tata cara pemberhentian
hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan perspektif kaidah-
kaidah politik hukum dan hukum islam wilayah Maslahah dalam

penelitian ini.

3., Pendekatan penelitian
Adapun:dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa
Pendekatan Penelitian yaitu antara lain :
a) Pendekatan  Perundang-Undangan  (Statute  Approach)
Pendekatan Undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki

adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

22 Sugiono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: CV.ALFABETA, 2008),
him.105
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dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani  Pendekatan ini dilakukan dengan
menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pemberhentian hakim konstitusi yang diatur dalam UU
Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24/2003 jo. UU No.
7/2022, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor
Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU No.
24/2003.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan
konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan
yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang
berhubungan dengan pemberhentian Hakim Mahkamah
Konstitusi. berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang ‘Mahkamah Konstitusi. Pendekatan Sejarah (Historical
Approach) Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang
mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui
sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan
dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa
lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak

tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta



21

melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari

masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum

sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari

kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media masa

maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber

bacaan digunakan dua bahan hukum sebagai berikut:

a)

b)

Data Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang bersifat
mengikat masalah-masalah yang akan diteliti dalam mekanisme
pemberhentian hakim konstitusi yang diatur dalam UU
Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24/2003 jo. UU No.
7/2022, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4
tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU-No..24/2003.
Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan data Yyang
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Misalnya
Al-Qur’an, Hadits, Figh dan Ushul Figh yang berkaitan dengan

penelitian atas perspektif Maslahah.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan (library research), penulis
mengumpulkan data melalui referensi buku-buku, jurnal ilmiah hukum,
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan
dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam peraturan
mahkamah konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pemberhentian Hakim Konstitusi. Hasil dari kegiatan pengkajian
tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis
sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik
dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,
pendapat-pendapat, maupun penemuan-penemuan yang berhubungan

dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika pembahasan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa untuk
menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika pembahasan materi
skripsi penulis yang.berjudul ?» ANALISIS. PEMBERHENTIAN HAKIM
KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT STUDI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF
MASLAHAH.”. Agar menjadi penelitian yang lebih sistematis dan mudah

dibaca oleh khalayak umum, maka dari itu penulis berusaha untuk
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mengklasifikasikan materi-materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian
bab per bab, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum
atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian
pendahuluan terdiri dari; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan
kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian,
Sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan teori-teori atau konsep yang akan digunakan
untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu konsep mengenai
teori Politik Hukum dan Maslahah.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai pemberhentian hakim konstitusi
oleh DPR, serta pemberhentian hakim MK menurut Undang Undang
Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun
2022, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor Nomor 4 tahun
2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Bah keempat, merupakan .analisis dari_ sisi..Politik hukum dan
kemaslahatan mengenai sistem Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi
Oleh DPR sebagai Politik hukum berdasarkan Undang-Undang UU Nomor.
24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2022 Tentang
Mahkamah Konstitusi.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
Rekomendasi. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah

ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan
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penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Kkajian politik hukum, pemberhentian terhadap Aswanto yang
dilakukan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang
berlaku. DPR sama sekali tidak menganulir amanat dari pasal 23. Bahwa
secara materil proses pemberhentian aswanto tidak termasuk dalam
pemberhentian secara terhomat ataupun tidak hormat. terlebih lagi
pemberhentian aswanto masih dalam masa jabatan, sedangkan
pemberhentian yang dilakukan ketika masih dalam masa jabatan hanya
dapat dilaksanakan dengan alasan apabila hakim tersebut mengundurkan
diri atas permintaan sendiri yang diajukan ke Ketua Mahkamah Konstitusi,
melebihi umur 70 tahun, serta sakit secara jasmani dan rohani sehingga
tidak dapat menjalankan tugasnya.

Tidak hanya pemberhentian yang dilakukan secara inkonstitusional,
proses pemberhentian yang,dilakukan juga tidak sesuai dengan ketentuan
pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2020. Yang menyatakan
bawa pemberhentian hakim mahkamah konstitusi ditetapkan dengan
keputusan presiden dan permintaan dari ketua mahkamah konstitusi. Akan
tetapi dalam proses pemberhentian, hakim aswanto diberhentikan melalui
sidang komisi Il DPR yang kemudian menetapkan Guntur hamzah
sebagai pengganti dari aswanto, sebagaimana yang menjadi dasar

pemberhentian dengan dikeluarkannya keputusan presiden Rl Nomor

94
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114/p/Tahun2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim
konstitusi. akan tetapi proses pemberhentian yang dilakukan juga menjadi
masalah ketika pemberhentian yang dilakukan tidak dilaksanakan sesuai
dengan prosedur yang berlaku.

2. Dalam kajian maslahah Hajjiyah, . Jika pemberhentian ini menyebabkan
ketidakstabilan dalam lembaga peradilan atau menghambat fungsi
Mahkamah Konstitusi, maka dapat dianggap bertentangan dengan prinsip
maslahah hajiyyat. Stabilitas dan keberlanjutan lembaga peradilan
merupakan bagian dari kebutuhan sekunder yang harus dijaga untuk
menghindari disrupsi dalam penegakan hukum tidak adanya kemaslahatan
dalam pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR. Kasus pemberhentian
hakim Aswanto menurut Kaidah Maslahah tidak dapat disebut sebagai
pemberhentian yang dilakukan secara haq. Karena berdasarkan preseden
pemberhentian hakim aswanto, hal tersebut dilakukan tidak berdasarkan
ketentuan sebuah peraturan yang telah ditentukan. Bahkan secara prinsipil
seorang . pemimpin _harus _mendasarkan seluruh _kebijakannya untuk
membuat maslahat bagi rakyatnya. Kemaslahatan harus menjadi pedoman
utama seorang pemimpin dalam hal menjalankan tugas dan perannya
sebagai pemimpin dan mengatur sebuah negara..

B.Saran

1. Karena tidak adanya ketidaksesuaian dengan tata cara pelaksanaan yang

berlaku, maka mempertimbangkan agar point Pemberhentian Hakim

Konstitusi Oleh Dpr Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
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Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi dicabut untuk di evaluasi atau diperbaiki
dan mengembalikan ketentuan sebelumnya.

Karena tidak adanya kemaslahatan dalam pemberhentian dan tidak
sesuainya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, maka untuk mengatasi kesewenang-wenangan DPR,
Majlis kehormatan Mahkamah Konstitusi tetap pro aktif mengawasi.
Sehingga nantinya bisa meminimalisir potensi adanya kepentingan politik

atau kesewenang-wenangan demi kepentingan pribadi.
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